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Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Presiden 

dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu) serta menilai mekanisme pengawasan oleh DPR (Dewan Perwakilan 

Rakyat) dan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam kerangka prinsip checks and 

balances.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui 

ketentuan Pasal 22 UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur 

hukum tata negara.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden 

menerbitkan Perppu sebagai kewenangan darurat tidak bersifat absolut, 

karena dibatasi oleh parameter “kegentingan yang memaksa” dan dikontrol 

melalui dua mekanisme pengawasan, yaitu kontrol politik oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat melalui persetujuan atau penolakan Perppu dan kontrol 

yudisial oleh  Mahkamah Konstitusi melalui pengujian konstitusionalitas 

sesuai dengan Pasal 24c UUD 1945. Keberadaan kedua mekanisme tersebut 

berfungsi sebagai instrumen checks and balances untuk mencegah 

penyalahgunaan kewenangan darurat dan menjaga prinsip negara hukum. 

Oleh karena itu, efektivitas pengaturan Perppu sangat ditentukan oleh 

pelaksanaan peran konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dan  Mahkamah 

Konstitusi secara tegas, independen, dan berimbang dalam mengawasi 

tindakan Presiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


